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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum serta
meningkatkan tata kelola administrasi, kemudahan, dan
pelayanan dalam pemberian pengurangan pajak bumi dan
bangunan, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai
objek pajak yang dapat diberikan pengurangan pajak bumi
dan bangunan, tata cara pengajuan dan penyelesaian
permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan,
serta pemberian pengurangan pajak bumi dan bangunan
secara jabatan;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan belum cukup menampung
penyesuaian pengaturan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang

Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
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Menetapkan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan adalah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak bumi dan
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Pajak Bumi dan Bangunan selain pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan
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yang merupakan objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan
sektor  perkebunan, sektor perhutanan, sektor
pertambangan minyak dan gas bumi, sektor
pertambangan untuk pengusahaan panas bumi, sektor
pertambangan mineral atau batubara, dan sektor
lainnya.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan adalah
pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Bumi
dan Bangunan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang
digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
terutang kepada wajib pajak.

Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah
surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Pajak
Bumi dan Bangunan atau selisih pokok Pajak Bumi dan
Bangunan, besarnya denda administratif, dan jumlah
Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar.
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan adalah
surat tagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2
Menteri dapat memberikan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan kepada subjek pajak yang dikenakan
kewajiban membayar pajak sehingga menjadi wajib
pajak menurut Undang-Undang Pajak Bumi dan
Bangunan.
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan:
a. berdasarkan permohonan wajib pajak; atau
b. secara jabatan.
Menteri melimpahkan kewenangan pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada
Direktur Jenderal Pajak.
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BAB II

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BERDASARKAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat

diberikan:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak; atau

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa.

Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya
dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a yaitu Objek Pajak dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak yang
mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Objek Pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi Objek Pajak:

a. sektor perkebunan;

b. sektor perhutanan pada:

1. hutan alam, selain areal produktif; dan
2. hutan tanaman;

c. sektor pertambangan minyak dan gas bumi, selain
tubuh bumi eksploitasi yang mempunyai hasil
produksi;

d. sektor pertambangan untuk pengusahaan panas
bumi, selain tubuh bumi eksploitasi yang
mempunyai hasil produksi;

e. sektor pertambangan mineral atau batubara, selain
tubuh bumi operasi produksi yang mempunyai hasil
produksi; dan

f.  sektor lainnya, selain perikanan tangkap dan
pembudidayaan ikan yang terdapat hasil produksi.

Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melunasi

kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu wajib pajak
yang mengalami kerugian komersial dan kesulitan
likuiditas selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kerugian komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak untuk

menghasilkan laba operasi bersih karena jumlah beban
operasi melebihi jumlah laba kotor.

Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan kondisi ketidakmampuan wajib pajak dalam

membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva
lancar.
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Kerugian komersial dan kesulitan likuiditas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan
kerugian komersial dan kesulitan likuiditas pada:

a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, dalam hal wajib pajak
menyelenggarakan pembukuan; atau

b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, dalam hal wajib pajak melakukan
pencatatan.

Dalam hal wajib pajak melakukan  kegiatan
pengusahaan Objek Pajak dan kegiatan usaha lain,
kerugian komersial dan kesulitan likuiditas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan kerugian komersial
dan kesulitan likuiditas yang berasal hanya dari
kegiatan pengusahaan Objek Pajak pada:

a. akhir tahun buku sebelum tahun pengajuan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, dalam hal wajib pajak
menyelenggarakan pembukuan; atau

b. akhir tahun kalender sebelum tahun pengajuan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, dalam hal wajib pajak melakukan
pencatatan.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan
oleh alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang penanggulangan
bencana.
Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan bencana nonalam atau
bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa nonalam atau yang diakibatkan
oleh manusia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di  bidang penanggulangan
bencana.

Pasal 4
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan
kepada wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan yang
masih harus dibayar dalam:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; atau
b. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
berupa jumlah atau selisih Pajak Bumi dan
Bangunan terutang, ditambah dengan denda
administratif.
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan
kepada wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan yang
masih harus dibayar dalam:
a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk tahun
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(3)

(1)

pajak terjadinya bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa;

b. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
untuk tahun pajak terjadinya bencana alam atau
sebab lain yang luar biasa, berupa jumlah atau
selisih Pajak Bumi dan Bangunan terutang,
ditambah dengan denda administratif; atau

c. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
berupa jumlah pokok pajak ditambah dengan denda
administratif yang diterbitkan atas:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

2. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b,

yang diterbitkan pada tahun terjadinya bencana alam

atau sebab lain yang luar biasa.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat

diberikan:

a. paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); atau

b. paling tinggi 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),

yang belum dilunasi oleh wajib pajak.

Bagian Kedua
Ketentuan dan Persyaratan Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 5

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan

permohonan wajib pajak yang ditujukan kepada Direktur

Jenderal Pajak dan disampaikan melalui Kantor

Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada

hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a atas Surat

Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut:

a. wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau  Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau
mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan tetapi keberatan dicabut oleh
wajib pajak atau dianggap bukan sebagai
permohonan karena tidak memenuhi persyaratan;

b. wajib pajak tidak mengajukan permohonan
pengurangan denda administratif atas Surat
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Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau
mengajukan permohonan pengurangan denda
administratif atas Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan tetapi permohonan dicabut
oleh wajib pajak atau dianggap bukan sebagai
permohonan karena tidak memenuhi persyaratan;

c. wajib pajak tidak mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan atas  Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau  Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar, atau mengajukan permohonan
pengurangan atau pembatalan atas  Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau  Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar tetapi permohonan dicabut oleh wajib
pajak atau dianggap bukan sebagai permohonan
karena tidak memenuhi persyaratan; dan

d. wajib pajak tidak sedang mengajukan pembetulan
atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
atau dalam hal diajukan pembetulan telah
diterbitkan surat keputusan pembetulan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan dalam jangka waktu:

a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;

b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan; atau

c. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya
surat keputusan pembetulan atas Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, sepanjang:

1. permohonan pembetulan atas Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang diajukan dalam
waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya  Surat  Pemberitahuan  Pajak
Terutang; atau

2. permohonan pembetulan atas Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan diajukan
dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

terhadap Objek Pajak yang terkena bencana alam atau

sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b atas Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. mencabut pengajuan keberatan atas Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau  Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan
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untuk hadir oleh wajib pajak, dalam hal wajib pajak
sedang mengajukan keberatan;

mencabut pengajuan permohonan banding dalam
hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan
banding dan atas pengajuan banding dimaksud
belum diterbitkan putusan;

mencabut pengajuan permohonan peninjauan
kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan
permohonan  peninjauan kembali dan atas
pengajuan  permohonan  peninjauan  kembali
dimaksud belum diterbitkan putusan;

mencabut pengajuan permohonan pembetulan atas
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
dalam hal wajib pajak sedang mengajukan
permohonan pembetulan dan atas pengajuan
permohonan pembetulan dimaksud belum
diterbitkan keputusan;

mencabut pengajuan permohonan pembatalan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
dalam hal wajib pajak sedang mengajukan
permohonan pembatalan Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi
dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan dan atas pengajuan
permohonan pembatalan dimaksud belum
diterbitkan keputusan;

mencabut pengajuan permohonan pengurangan
atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang tidak benar, dalam hal wajib pajak sedang
mengajukan permohonan pengurangan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang atau  Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang
tidak benar dan atas pengajuan permohonan
pengurangan dimaksud belum diterbitkan
keputusan;

mencabut pengajuan permohonan pengurangan
denda administratif atas Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, dalam hal wajib
pajak sedang mengajukan permohonan
pengurangan denda administratif dan atas
pengajuan permohonan pengurangan dimaksud
belum diterbitkan keputusan; dan

mencabut pengajuan permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam hal wajib
pajak sedang mengajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan atas
pengajuan
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permohonan  pengurangan dimaksud  belum
diterbitkan keputusan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diajukan pada tahun terjadinya bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa.
Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) tidak berlaku dalam hal wajib pajak
dapat membuktikan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib
pajak dengan disertai bukti pendukung.

Pasal 6

Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

b. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia  dengan mengemukakan besarnya
persentase Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
yang  dimohonkan  dengan  disertai alasan
permohonan;

c. permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau
dalam hal ditandatangani bukan oleh wajib pajak,
permohonan dilampiri dengan surat kuasa khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

d. dalam hal Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
diajukan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang
ada hubungannya dengan subjek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a, permohonan dilampiri dengan:

1. laporan keuangan, untuk wajib pajak yang
menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a
namun tidak memiliki kewajiban melaporkan
surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
Objek Pajak terdaftar;

2. dokumen yang paling sedikit memuat harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya,
untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7)
huruf b; atau

3. dokumen yang paling sedikit memuat harta,
kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, yang
berasal dari kegiatan pengusahaan Objek Pajak,
untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan
pengusahaan Objek Pajak dan kegiatan usaha
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (8); dan/atau

e. dalam hal Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
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diajukan terhadap Objek Pajak yang terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf

b, permohonan dilampiri dengan:

1. surat pernyataan dari wajib pajak yang
menyatakan bahwa Objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar
biasa; dan

2. surat keterangan dari instansi terkait sebagai
bukti pendukung yang menyatakan bahwa
Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa.

Wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a
dan memiliki kewajiban melaporkan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar tidak perlu
melampirkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d angka 1 sepanjang wajib pajak
telah melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak
penghasilan yang dilampiri laporan keuangan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.
Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan
menggunakan contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Surat pernyataan wajib pajak bahwa Objek Pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1
dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Penyampaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa

kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c. secara elektronik.
Atas penyampaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf c diberikan bukti penerimaan.
Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan bukti penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan tanda bukti
penerimaan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.
Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggal
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
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diterima.

(5) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal sistem sudah
tersedia.

(6) Tata cara penyampaian permohonan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai
dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata
cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan serta penerbitan, penandatanganan, dan
pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara
elektronik.

Pasal 8

(1) Terhadap permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Objek Pajak terdaftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan:

a. permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dikembalikan secara langsung kepada
wajib pajak, dalam hal permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan secara
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a; atau

b. permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dikembalikan kepada wajib pajak disertai
dengan pemberitahuan secara tertulis mengenai
tempat seharusnya wajib pajak menyampaikan surat
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, dalam hal permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan disampaikan melalui
pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir
dengan bukti pengiriman surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.

(2) Pemberitahuan permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan disampaikan tidak pada tempatnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat
dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 yang diajukan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat
Objek Pajak terdaftar, kepala Kantor Pelayanan Pajak
meneruskan permohonan dimaksud kepada kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Ketiga
Pengujian, Penelitian, dan Keputusan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 10
(1) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan
pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
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(3)

(4)

(S)
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam
bentuk delegasi kepada kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak untuk menindaklanjuti permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak:

a. melakukan pengujian;

b. melakukan penelitian; dan

c. memberikan keputusan.

Pasal 11
Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf a dilakukan atas pemenuhan:
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) sampai dengan ayat (6); dan
b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1).
Dalam hal permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan
berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak mengembalikan permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan  tersebut melalui surat
pengembalian dengan disertai alasan pengembalian
kepada wajib pajak.
Dalam hal permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib pajak tidak dapat
mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan kembali.
Dalam hal permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) karena tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib
pajak masih dapat mengajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kembali
sepanjang jangka waktu pengajuan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal
5 ayat (5) belum berakhir.
Surat pengembalian permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat dengan menggunakan contoh format
sebagaimana  tercantum = dalam  Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 12
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf b dilakukan atas permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan yang telah memenuhi ketentuan
dan persyaratan berdasarkan hasil pengujian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
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Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak dapat:

a. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan dengan menyampaikan surat
permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan kepada wajib pajak;

b. meminta dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan dengan menyampaikan surat
permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan;

c. melakukan peninjauan di lokasi Objek Pajak,
tempat kedudukan wajib pajak, dan/atau tempat
lain yang dianggap perlu yang meliputi kegiatan
identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan/atau
penghimpunan data, keterangan, dan/atau bukti,
mengenai Objek Pajak yang diajukan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan menyampaikan
surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan;

d. meminta informasi dan/atau keterangan
kepada pihak lain di luar Direktorat Jenderal
Pajak; dan/atau

e. melakukan pembahasan atas hal-hal yang
diperlukan dengan memanggil wajib pajak melalui
penyampaian surat panggilan.

Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lama 15 (lima
belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dikirim
oleh kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak harus memenuhi permintaan dokumen,

data, informasi, dan/atau keterangan tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama

S (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat

permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau

keterangan tambahan dikirim oleh kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam hal wajib pajak memenuhi seluruh, sebagian, atau

tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan/atau ayat (4), kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan:

a. Dberita acara pemenuhan permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan; dan/atau

b. Dberita acara pemenuhan permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan.

Dalam hal wajib pajak memenuhi sebagian atau tidak

memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan/atau ayat (4), kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak melanjutkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan dokumen, data,

informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau
diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dokumen berupa:
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surat permintaan dokumen, data, informasi
dan/atau keterangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a;

surat permintaan dokumen, data, informasi
dan/atau keterangan tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b;

surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan
lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak,
dan/atau tempat lain yang dianggap perlu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;

surat panggilan dalam rangka pembahasan
Pengurangan Pajak Bumi dan  Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;

berita acara pemenuhan permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan

berita acara pemenuhan permintaan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,

dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(2)

huruf c¢ diberikan berdasarkan hasil penelitian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang
dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.

b.

hasil analisis kondisi keuangan yang dapat
menunjukkan wajib pajak mengalami kesulitan
dalam melunasi kewajiban pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan, dalam hal wajib pajak mengajukan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang
ada hubungannya dengan subjek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf a; dan

dokumen, data, dan/atau informasi yang dimiliki
oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Selain harus memenuhi pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), keputusan diberikan dengan
mempertimbangkan:

a.

dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
yang diperoleh dari wajib pajak, dalam hal
dilakukan permintaan dokumen data, informasi,
dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf a;

dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan yang diperoleh dari wajib pajak, dalam
hal dilakukan permintaan dokumen data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b;

hasil peninjauan lokasi, dalam hal dilakukan
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peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf c;

d. informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari
pihak lain, dalam hal dilakukan permintaan
informasi dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d;
dan/atau

e. hasil pembahasan dengan wajib pajak, dalam hal
dilakukan pembahasan dengan wajib pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

hurufe.
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan

sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam  surat keputusan pemberian

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat)

bulan terhitung sejak tanggal permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan diterima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Apabila jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) telah terlampaui dan kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tidak

menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan, permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan dianggap dikabulkan

seluruhnya dan kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan

pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

sesuai dengan permohonan wajib pajak.

Surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ()

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak jangka waktu 4 (empat) bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

Dalam hal:

a. wajib pajak mengajukan permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengemukakan
besaran persentase melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); dan

b. kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
menerbitkan surat keputusan pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan  Bangunan
melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (4),
besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang
diberikan dalam surat keputusan pemberian

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan paling tinggi
sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan berdasarkan permohonan wajib pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dengan
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menggunakan contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal telah diterbitkan surat keputusan pemberian

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), wajib pajak tidak

dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan Pajak

Bumi dan Bangunan atas:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
dan/atau

b. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan,

yang telah diberikan keputusan Pengurangan Pajak

Bumi dan Bangunan.

Bagian Keempat
Pencabutan atas Permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 14

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pencabutan

atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui

Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar

sebelum diterbitkan surat keputusan pemberian

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan pencabutan untuk 1 (satu)
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan;

b. permohonan pencabutan diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan
pencabutan; dan

c. permohonan pencabutan ditandatangani oleh wajib
pajak atau dalam hal ditandatangani bukan oleh
wajib pajak, permohonan pencabutan dilampiri
dengan surat kuasa khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penyampaian dan tindak lanjut

permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan

Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap

penyampaian dan tindak lanjut permohonan pencabutan

atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan.

Permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dibuat dengan menggunakan contoh format

sebagaimana  tercantum dalam = Lampiran yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 15

Dalam hal permohonan pencabutan atas permohonan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

menerbitkan:

a. surat persetujuan permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, apabila surat keputusan pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan belum
diterbitkan; atau

b. surat penolakan permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, apabila surat keputusan pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah
diterbitkan,

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal permohonan pencabutan
diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
Dalam hal permohonan pencabutan atas permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2), kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
mengembalikan permohonan pencabutan tersebut
melalui surat pengembalian dengan disertai alasan
pengembalian kepada wajib pajak.
Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui
dan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
tidak memberikan jawaban atas permohonan pencabutan
atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan, permohonan pencabutan dianggap disetujui
dan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
harus menerbitkan surat persetujuan permohonan
pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan.
Surat persetujuan permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama S (lima) hari kerja terhitung
sejak jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Dalam hal permohonan pencabutan atas permohonan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan

permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan kembali.
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Dokumen berupa:

a. surat persetujuan permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan atau surat penolakan permohonan
pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b. surat pengembalian permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(1)

(9)

SECARA JABATAN

Pasal 16

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b

diberikan kepada wajib pajak dalam hal Objek Pajak

terkena bencana alam sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (9).

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus mendapatkan penetapan status bencana alam

oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak

atas Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar dalam:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang untuk tahun
pajak terjadinya bencana alam;

b. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
untuk tahun pajak terjadinya bencana alam,
berupa jumlah atau selisih Pajak Bumi dan
Bangunan terutang, ditambah dengan denda
administratif; atau

c. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
berupa jumlah pokok pajak ditambah dengan denda
administratif yang diterbitkan atas:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

2. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b,

yang diterbitkan pada tahun terjadinya bencana alam.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling tinggi

100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum

dilunasi oleh wajib pajak.

Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan



(7)

(8)
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pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam

bentuk delegasi kepada kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penelitian

dan memberikan keputusan atas Pengurangan Pajak

Bumi dan Bangunan secara jabatan.

Pemberian keputusan oleh kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan

pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
secara jabatan.

Surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan secara jabatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) dibuat dengan menggunakan contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Dalam hal telah diterbitkan surat keputusan pemberian

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib pajak tidak

dapat lagi mengajukan permohonan Pengurangan Pajak

Bumi dan Bangunan atas:

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
dan/atau

b. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
yang diterbitkan atas dasar Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang atau Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan,

yang telah diberikan keputusan Pengurangan Pajak

Bumi dan Bangunan.

BAB IV

PENYAMPAIAN SURAT DAN DOKUMEN DALAM RANGKA

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

(1)

Pasal 17

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

menyampaikan:

a. surat pengembalian permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5);

b. surat permintaan dokumen, data, informasi
dan/atau keterangan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (7) huruf a;

c. surat permintaan dokumen, data, informasi
dan/atau keterangan tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) huruf b;

d. surat pemberitahuan pelaksanaan peninjauan
lokasi Objek Pajak, tempat kedudukan wajib pajak,
dan/atau tempat lain yang dianggap perlu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7)
huruf c;

e. surat panggilan dalam rangka pembahasan
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Pengurangan Pajak Bumi dan  Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7)
huruf d;

f.  surat persetujuan permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan atau surat penolakan permohonan
pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (6) huruf a;

g. surat pengembalian permohonan pencabutan atas
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (6) huruf b; atau

h. surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan berdasarkan permohonan
wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (8) dan surat keputusan pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (7),

kepada wajib pajak.

(2) Penyampaian surat dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:

a. secara langsung;

b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat; atau

c. secara elektronik.

(3) Penyampaian surat dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal
sistem sudah tersedia.

(4) Tata cara penyampaian surat dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri
yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan,
penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau
ketetapan pajak secara elektronik.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang
telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan
belum diterbitkan surat keputusan, diselesaikan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2017 tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 875), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

DIREKTURJENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 129 Tavuw 2023

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

CONTOH FORMAT SURAT DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PEMBERIAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN

PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor B GenaaiYay e Ve e (1)) 0 SN G (2)
Lampitsf- & Gliaiiaiiiianviessigs (3)
Hal . Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Yth. Direktur Jenderal Pajak

melalui Kantor Pelayanan Pajak ...,
.................................................................................... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama B R A R R R R G S RS e e (5)
Nomor Pokok Wajib Pajak R A R RS G e (6)
jabatan B R O o R P S (7)
alamat Ve R S R S R e S By G (8)
nomor telepon O A A S RS 8 S S 005 ) SRS AR A (9)
bertindak selaku : [0 wajib pajak [CJwakil [[Jkuasa

dari wajib pajak:

nama B g aRa A LS N RSN ANN (A a e N A e YNV A AR TR AR SPASOEY (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak A (11)
alamat S onsaanasssensssesnrsrrrannyaennsvasnnryyeasssINebnieeesssrsbares (12)
atas Objek Pajak:

Nomor Objek Pajak A e A RS R SR RGNS RS (13)
alamat Objek Pajak b e e R R R RS ,(14)

bersama ini mengajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan/Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan*):

nomor T O— (15)
tanggal S AV KRS (16)
Tahun Pajak SO (17)
Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus dibayar 33 -+ » (18)

/
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besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan PSP . (19)

Alasan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan:

...................................................... R e s s )
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:
No. Jenis Dokumen Set/Lembar
Lo | oiiineeissmiiiiad it s e | e e s e
B | R S N RN AR R RN | SRS G
Tl [ O T 1) | i (21)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib pajak/wakil /kuasa*)

Keterangan:
1. Beritanda X pada[:]yang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN

BANGUNAN
Nomor (1) : Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat wajib pajak.
Nomor (2) : Diisi nama kota dan tanggal surat permohonan ditandatangani.
Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan
wajib pajak.
Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek
Pajak terdaftar,
Nomor (5) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani

surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak, wakil, atau
kuasa yang menandatangani surat permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.
Nomor (7) : Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam
hal permohonan ditandatangani olch wajib pajak, Nomor (7)

tidak perlu diisi,

Nomor (8) : Diisi alamat wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Nomor (9) : Diisi nomor telepon wajib pajak, wakil, atau kuasa yang

menandatangani surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak dalam hal surat permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ditandatangani oleh
wakil atau kuasa dari wajib pajak.

Nomor (11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak dalam hal surat
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi alamat wajib pajak dalam hal surat permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ditandatangani olch
wakil atau kuasa dari wajib pajak.

Nomor (13) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketelapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan

/
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Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Nomor (14) : Diisi alamat letak Objck Pajak yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor {15) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (16) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (17) : Diisi Tahun Pajak.

Nomor (18) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,
atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (19) : Diisi besarnya persentase (%) Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang dimohonkan wajib pajak.

Nomor (20) : Diisi alasan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (21) : Diisi jenis dan jumlah dokumen vang dilampirkan dalam
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (22) : Diisi tanda tangan dan nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
mengajukan permohonan.

www.peraturan.go.id
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B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG
MENYATAKAN BAHWA OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN YANG LUAR BIASA

SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK
BAHWA OBJEK PAJAK TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN
YANG LUAR BIASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama T T (1)
Nomor Pokok Wajib Pajak B B MO U E S TEE VAN NN SRS AA XS 2)
jabatan B b i 48 A X A R RO A RA S SRR (3)
alamat B e WA o N AW A A B S W D (4)
nomor telepon D eansexssnvrnapsssnassmssasrssiiiossenntssnnatinse 5)
bertindak selaku : [] wajib pajak [Jwakil [] kuasa
dari wajib pajak:

nama RS AT SR I R ot PR R G DU (&)
Nomor Pokok Wajib Pajak e S O R R A AR s (7)
alamat T o S S S S (8)
atas Objck Pajak:

Nomor Objek Pajak B enak SRR S A RS R SR SR G 9)
alamat Objck Pajak T e, (10)

dengan ini kami menyatakan bahwa:

a. atas Objek Pajak tersebut di atas telah terkena bencana alam atau sebab lain
vang luar biasa yaitu ............c...c.. (11) pada- BaY] oo (12),
EnpRal ciuisssaasie (13);

b. besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan atas bencana alam
atau scbab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu
BEDCAY RD ccexerenorsansanasanconprrrrre 3 T (15)).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Wajib pajak/wakil/kuasa®)

Keterangan:
1. Beritanda X padaDyang sesuai.
2. ') Diisi dengan pilihan yang sesuai.

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK YANG
MENYATAKAN BAHWA OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TERKENA BENCANA ALAM ATAU SEBAB LAIN YANG LUAR BIASA

Nomor (1) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani
sural pernyataan,

Nomor (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak, wakil, atau
kuasa yang menandatangani surat pernyataan.

Nomor (3) : Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat
pernyataan. Dalam hal surat pernyataan ditandatangani olch
wajib pajak, Nomor (3) tidak perlu diisi.

Nomor (4) : Diisi alamat wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
menandatangani surat pernyataan.

Nomor (5) : Diisi nomor telepon wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
menandatangani surat pernyataan.

Nomor (6) : Diisi nama wajib pajak dalam hal surat pernyataan
ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak dalam hal surat
pernyataan ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib
pajak.

Nomor (8) : Diisi alamat wajib pajak dalam hal surat pernyataan

ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.

Nomor (9) : Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi alamat letak Objek Pajak vang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (11) : Diisi jenis bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Nomor (12) : Diisi nama hari saat terjadinya bencana alam atau scbab lain
yang luar biasa.

Nomor (13) : Diisi tanggal saat terjadinya bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa.

Nomor (14) : Diisi besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan
atas bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dalam angka.

/
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Nomor (15) : Diisi besarnya perkiraan kerugian materiil yang ditimbulkan
atas bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dalam huruf
{terbilang),

Nomor (16) : Diisitanda tangan dan nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang

menandatangani surat pernyataan.

www.peraturan.go.id
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C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN TIDAK PADA TEMPATNYA

............................................. (1)
Nomox: D iGaachaaviaias () RERERRRREERGE (3)
Sifat  ssacaiadnnes (4)
Lamipiran . e osseasmmons s (5)
Hal : Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan Disampaikan Tidak pada Tempatnya

X oscwansminanansnsuanexsnspasanses
.................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor .......... (7) tanggal .....ccooenne (8)
hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas .............. (9)
DOINOL L 1uapr ssiosivies (10) tanggal ............ (11) yang diterima tanggal .............. (12),

disampaikan bahwa surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
Saudara tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak
terdaftar.

Bersama ini kami kirimkan kembali surat permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan Saudara untuk sclanjutnya dapat disampaikan
kembali melalui Kantor Pelayanan Pajak ..., (13).

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN
TIDAK PADA TEMPATNYA

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat

Nomor (3) : Diisi tanggal surat,

Nomor (4) : Diisi sifat surat.

Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (7) :  Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan dari wajib pajak.
Nomor (9) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang

diajukan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajask Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (12) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (13) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat
seharusnya wajib pajak menyampaikan surat permohonan.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani
surat.

www.peraturan.go.id
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D. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

............................................. (1)
Nomor SERETSRAERE B 0 IR (3)
Sifat S SRR (4)
Lampiran ... (5)
Hal ; Pengembalian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan

B 3 TR PR
........................................ (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........... (7) tanggal ........... (8)
hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas ............. (9)
TIOMOT Sxisisassonsans (10) tanggal ............ (11) yang diterima tanggal ..._.......... (12),

bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pengujian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi
ketentuan dan/atau persyaratan permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan dengan penjelasan sebagai berikut:

Bis: emasiusimr e ARG ;
B asuetssrsnnmmmpmsiiamsands H
B A A dst. (13
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami
kembalikan dan berdasarkan ketentuan .................. (14) Saudara
.................. (15) mengajukan permohonan kembali.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

www.peraturan.go.id



33 2023, No.948

I )

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi sifat surat.

Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (9) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (10) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (11) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permchonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,

Nomor (12) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (13) : Diisi penjelasan ketentuan dan/atau persyaratan yang tidak
terpenuhi.

Nomor (14) : Diisi dasar ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini
vang mengatur mengenai dapat atau tdaknya permohonan
diajukan kembali.

Nomor (15) : Diisi pernyataan dapat atau tidak dapat.

Nomor (16) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.

/
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E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,

DAN/ATAU KETERANGAN
............................... (1)
Nomor kA SR S R B 4 R L 1 T T 3)
Sifat : Segera
Hal Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
YHhiaamsimnmimnis s
........................................ 4)
Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........... (5) tanggal ........... (&)

hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas ............ (7)
NOMOT ieevviinnronas (8) tanggal........... {9), dengan ini Saudara diminta untuk

memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan, dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy yvang meliputi:

O R A A I ;
B e e e R R
B | AR dst. (10)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau soﬁoopy tersebut agar diberikan kepada:

nama R SRR S OO e B e BB O e S o R Tt y(11)
jabatan S B S  (12)
tempat L ST A A DL A S DA S AR Do IO K AR DR R , (13)

paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam bentuk hardcopy
dan/atau softcopy, penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Saudara tetap diproscs sesuai dengan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal
Pajak.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA,
INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

Nomor (1} : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang digjukan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (8) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang
dimintakan kepada wajib pajak.

Nomor (11) ; Diisi nama petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.

Nomor (13) : Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
informasi dan/atau keterangan akan diberikan.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat,
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F. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

............................... (1)
Nomor Sl evsnnonupamamrnasuyos aas s 13} s {(3)
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, Informasi, dan/atau Keterangan
Tambahan

T s crnsisaamiintyeio
........................................ (4)

Schubungan dengan surat Saudara nomor ........... (5) tanggal ........... (5]
hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas ............... (7)
NOMOT ..iviiiuicrinns (8) tanggal.......... (9), dengan ini Saudara diminta untuk

memberikan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan, dalam
bentuk hardeopy dan/atau softcopy yang meliputi:

L e s ;
. S ;
. S dst (10)

Dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/ atau softcopy tersebut agar diberikan kepada:

nama S R R e R R e S e R AE N Ag s oW sa s e s AN 4o 7 (11)
jabatan S R R T s T N s e G R e 7 (12)
tempat AR L S B R e B S S R BT . (13)

paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan ini dikirim.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy, penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,
informasi, dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Dircktorat
Jenderal Pajak.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (3) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (8) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (9) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi jenis dokumen, data, informasi, dan/atau Kketerangan
tambahan yang dimintakan kepada wajib pajak.

Nomor (11) : Diisi nama petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi jabatan petugas yang meneliti permohonan wajib pajak.

Nomor (13) : Diisi nama dan alamat unit kantor tempat dokumen, data,
informasi dan/atau keterangan tambahan akan diberikan.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENINJAUAN
LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK, DAN/ATAU
TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU

............................... (1)

Nomor R P BRI O P opraes (2  sevecassmiismicaceive (3)
Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Objek Pajak, Tempat

Kedudukan Wajib Pajak, dan/atau Tempat Lain

N s eSS
........................................ (4)

Schubungan dengan surat Saudara nomor ........... (5) tanggal ........... 3]
hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas ............. (7)
i 11111 R A (8) tanggal .............. (9), dengan ini diberitahukan bahwa akan

dilaksanakan peninjauan di lokasi Objck Pajak, tempat kedudukan wajib pajak,
dan/atau tempat lain yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada:

hari/tanggal TN R R R RS (10)

lokasi O P e TR OOk PSRRI e (11)

Demi kelancaran kegiatan dimaksud, Saudara atau kuasa Saudara
diminta untuk mendampingi dan memberikan bantuan seperlunya kepada

petugas.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih,

Kepala Kantor,

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN
PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK, TEMPAT KEDUDUKAN WAJIB PAJAK,
DAN/ATAU TEMPAT LAIN YANG DIANGGAP PERLU

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat,

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (5) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (6) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak,

Nomor (7) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang digjukan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (8) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (9) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permochonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi hari dan tanggal pelaksanaan peninjauan,

Nomor (11) : Diisi lokasi pelaksanaan peninjauan.

Nomor (12) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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H. CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

.................................. (1)
NOMOr: 2  iiiiiivanesesseiaiss (B RSN (3)
Sifat Segera
Bopivars: 7% (G aniassa (4}
Hal Panggilan Pembahasan
D' 4 4 RIS e AR AR
...................................... (5)
Sehubungan dengan Surat Saudara:
No. Nomor Surat Tanggal
T T T———— (<} ) IR (7)
hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas:
No. Jenis Ketetapan Nomor Tanggal
: TR [ ——— -1 1 N —— [ |- (10)
dengan ini diharapkan kehadiran Saudara dalam rangka pembahasan yang
akan dilaksanakan pada:
hari/tanggal S upspepsssspessanesanansssasnensnas ;(11)
waktu A ST AR AR AN AR » (12)
tempat 5 avavaReRiRiR e s ta e ReRs Ka ReRav (13)

Mengingat pentingnya pembahasan dimaksud, diharapkan Saudara dapat
hadir tepat waktu dengan membawa dokumen yang diperlukan, antara lain:

) OO
et eaene et et aenaeae st e aa et annaan
oL« s o MR Y e KM LA A dst. (14)
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................ (15)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat,

Nomor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran

Nomor (5) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (8) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan,

Nomor {(9) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohcnan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (11) : Diisi hari/tanggal peclaksanaan pembahasan.

Nomor (12) : Diisi waktu pelaksanaan pembahasan.

Nomor (13) : Diisi tempat pelaksanaan pembahasan.

Nomor (14) : Diisi jenis dokumen yang diperlukan untuk pembahasan.

Nomor (15) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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I. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

BERITA ACARA
PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN

NOMOR. o5 505w minsasiin (2)
Pada hari ini ... (3), tanggal ........... (4) bulan ........... (3)
tahun .......... (6), kami
No Nama NIP Jabatan
e | codmamvsasianie 00 || Geaessansisesss [l SaidGedmsasen
2| mERaNEERR {7} | sesassss (N, || ks (7)

sesuai dengan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau

keterangan nomor ............ (8) tangeal ............. (9) dalam rangka penyelesaian
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, telah menerima
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dari ............. (10) berupa:
No Dokumen, data, informasi dan/ Dokumen, data, informasi dan/
atau keterangan yang diminta atau keterangan yang dipenuhi
L | 0 0 coemmemmseramens I repeioaaseassssieny
2 (1 | s (12)
Wajib pajak yang bersangkutan ... (13) permintaan

dokumen, data, informasi dan/atau keterangan terscbut schingga penyelesaian
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diproses menggunakan
data yang ada atau diterima.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tim Peneliti,
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor berita acara.

Nomor (3) : Diisi nama hari pelaksanaan kegiatan.

Nomor (4) : Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan,

Nomor (5) : Diisi bulan pelaksanaan kegiatan.

Nomor (6) : Diisi tahun pelaksanaan kegiatan.

Nomor (7) : Diisi nama, NIP, dan jabatan tim peneliti sesuai dengan surat
tugas penelitian,

Nomor (8) : Diisi nomor surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan.

Nomor (9) : Diisi tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan.

Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang memberikan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam hal
disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam
hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan disampaikan
melalui pos atau jasa ckspedisi.

Nomor (11) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang
diminta.

Nomor (12) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang
dipenuhi.

Nomor (13) : Diisi keterangan salah satu dari berikut ini, yaitu apakah
“memenuhi seluruh®, “"memenuhi sebagian”, atau “tidak
memenuhi®,

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pihak yang memberikan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan dalam hal disampaikan
secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam
hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan dalam hal
disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi.

Nomor (15) : Diisi jabatan, tanda tangan, dan nama pegawai yang ditugaskan

7

meneliti Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
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Nomor (16) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani berita acara.
Nomor (17) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani berita
acara.
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J, CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN,
DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

BERITA ACARA
PEMENUHAN PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, INFORMASI,
DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

NOMOR i isisiaaisisivisio(8)

2023, N0.948

Pada hari ini ........... (3), tanggal ... (4) bulan ... (5)
tahun .......... (6), kami
No Nama NIP Jabatan
Y || shansnseases, | ekessea@vi || vevensanteg
_2_ ................ @ | SR (2) || R (7)

sesuai dengan surat permintaan dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan tambahan nomor ............ (8) tanggal ......c.e (9) dalam rangka
penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, telah
menerima dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dari

No Dokumen, data, informasi dan/ Dokumen, data, informasi dan/
atau keterangan tambahan yang atau keterangan tambahan yang

diminta dipenuhi
Y. | 000 sl | skesseeeveiveons
7R R o= SRy o () e (12)
Wajib pajak yang bersangkutan ... (13) permintaan

dokumen, data, informasi dan/atau keterangan tambahan tersebut sehingga
penyelesaian permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diproses
menggunakan data yang ada atau diterima.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Tim Peneliti,

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA PEMENUHAN PERMINTAAN
DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN/ATAU KETERANGAN TAMBAHAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor berita acara.

Nomor (3) : Diisi nama hari pelaksanaan kegiatan,

Nomor (4) : Diisi tanggal pelaksanaan kegiatan,

Nomor (5) : Diisi bulan pelaksanaan kegiatan.

Nomor (6) : Diisi tahun pelaksanaan kegiatan,

Nomor (7) : Diisi nama, NIP, dan jabatan tim peneliti sesuai dengan surat
tugas penelitian.

Nomor (8) : Diisi nomor surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan.

Nomor (@) : Diisi tanggal surat permintaan dokumen, data, informasi,
dan/atau keterangan tambahan.

Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang memberikan
dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam
hal disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam
hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan
disampaikan melaluai pos atau jasa ckspedisi.

Nomor (11) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan yang diminta.

Nomor (12) : Diisi uraian dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan
tambahan vang dipenuhi.

Nomor (13) : Diisi keterangan salah satu dari berikut ini, yaitu apakah
“memenuhi  seluruh”, “memenuhi  sebagian®, atau “tidak
memenuhi”.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pihak yang memberikan dokumen,
data, informasi, dan/atau keterangan tambahan dalam hal
disampaikan secara langsung; atau
Diisi nama wajib pajak dan nomor bukti pengiriman surat dalam
hal dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan tambahan
dalam hal disampaikan melalui pos atau jasa ekspedisi.

Nomor (15) : Diisi jabatan, tanda tangan, dan nama pegawai yang ditugaskan
meneliti Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,

/
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Nomor (16) : Diisi jabatan pejabat yang menandatangani berita acara.
Nomor (17) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani berita

acara.
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K. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB
PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH .......ccoiieve. (1)

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR WILAYAH ........c.cc....... (4),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat wajib pajak atas

NAMA  cecrcnreenrennes (5) nomor .o (6)
tanggal ............ (7) yang diterima oleh .............. (8)
tanggal .............. (9) berdasarkan Bukti Penerimaan
nomor ....... (10) tanggal ......... (11), diajukan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
BIBS  Gusesve (12) nomor .....ccveeienn (13)
tanggal ... {14) Tahun Pajak .........c.co0eeeens (15);

b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan
penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
NOMOT c.oiviiuniannes (16) tanggal .....c.ccevnenne (17);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan atas ................. (18)
karena permohonan wajib pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) secbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6834);

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN ATAS .....cciiiiminnninnnnn: (19)
BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/
Menolak®) permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan wajib pajak dalam suratnya nomor

................. (20) tanggal ........... (21)

2. Mengurangkan/Mempertahankan*) Pajak Bumi dan
Bangunan terutang yang tercantum dalam ............ (22)
NOMOL .evvveennnes (23} tanggal ............ (24) Tahun Pajak
..................... (25)

atas:

wajib pajak 3 eI NS RIS (26)

Nomor Pokok Wajib Pajak : ..., 27)

alamat TR e U ST un P meR e, (28)

Nomor Objek Pajak O rTeney (29)

alamat Objck Pajak A e NN A AN SN R {30)

sebesar ........... A312) 90 (i so5s5vemnsivinsnivinaras (32) persen) dari

besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

/
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KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas

penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah sebagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan terutang Rp .........ccoco. (33)
b. Besarnya pengurangan
fiounnsrs (34) % X Rp ..oovvvicvinnian [35)) " RPicssresreriveess (36)
¢. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan
terutang setelah pengurangan BB ccanasiaisse (37)
KETIGA :  Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan ini disampaikan kepada:

................................................ (38)
Ditetapkan di ... (39)
Pada tanggal .........oooevvvrennnene (40)
............................................ (41)
........................................... (42)

Keterangan:
*) Diisi dengan pilihan yang sesuai.
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Pajak yang
menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (2) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan
keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Sural Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (3) : Diisi nomor surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.
Nomor (4) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (5) : Diisi nama wajib pajak.

Nomor (6) : Diisi nomor surat pecrmohonan Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan.

Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (8) : Diisi Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek Pajak terdaftar.

Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi nomor bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (11) : Diisi tanggal bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (12) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan,

Nomor (13) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan

/
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Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (14) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (15) : Diisi tahun pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (16) : Diisi nomor laporan penclitian permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (17) : Diisi tanggal laporan penelitian permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (18] : Diisijenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan
keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
vaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (19) : Diisijenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan
keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomer (20) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (21) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (22) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (23) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan

/l
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Nomor (25)

Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29)

Nomor (30)

Nomor (31)

Nomor (32)

Nomor (33)

Nomor (34)

Nomor (35)

Nomor (36)

- 53 -

< B¥ic

Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,

Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Diisi tahun pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

: Diisi nama wajib pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat wajib pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan yang diajukan permohonan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan.

Diisi alamat letak Objek Pajak yang diajukan permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

: Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan vang diberikan dalam angka.

Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan vang diberikan dalam huruf.

Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang belum dilunasi wajib
pajak.

: Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan yang diberikan dalam angka.

Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Diisi besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

/
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Nomor (37) : Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar setelah pengurangan.

Nomor (38) : Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak yang diberikan
keputusan.

Nomor (39) : Diisi kota tempat surat keputusan pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan.

Nomor (40) : Diisi tanggal surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan diterbitkan.

Nomor (41) : Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani
surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan,

Nomor (42) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang
menandatangani  surat keputusan pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.
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L. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOmor @ e (1) e (2)
Lampiran @ ... (3)
Hal : Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan

Yth. Direktur Jenderal Pajak

melalui Kantor Pelayanan Pajak .............cccoiiciiiiiinnni
.................................................................................... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama D tan PEY AR S AP AR EO1 A YR ALNE SO PP RR EANPARS TASPROALIAIES: (3)
Nomor Pokok Wajib Pajak N T T 6)
jabatan S o e ovua R T oty WIS Y ELEE R 3 TIA (7)
alamat E N ase A AENAHa 5o SO LR o HaTaP4o AeaaR s padr ohaeToR T AN AU s n P (8)
nomor telepon - oA R R A A A A R A RO QA N A 9)
bertindak selaku : [] wajib pajak [Jwakil [Jkuasa

dari wajib pajak:

nama B R W SR R s N s N A e (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak R e AV R RN AR N R SR e M ARA AT NN AR (11)
alamat e R 3 RA RIS S 4 D BB R N S R S RSB AAR (12)

bersama ini mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan:

nomor surat B s A a AR arS SR AN AN SRR ES NN R YRR SR (AR N S WS 8 YN BN (13)
tanggal surat B st s Cn Ry RPN S0 500 2NN ARR HY RN SRR MR A £ 3 (14)
nomor Bukti Penerimaan S Y ES VN T ARA s CAR RSO TS AR NN AR A SN N B ARy S OVP Y (15)
tanggal Bukti Penerimaan dil s S R S SN S AR SR ST AASEPNAN SRS S RAR R TR RS R a9 (16)

Alasan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan:
.................................................................................................................... (17)
Demikian surat permohonan pencabutan ini kami sampaikan untuk dapat
disetujui.
Wajib pajak/wakil/kuasa®)

Keterangan:
1. Beritanda X padaDyang sesuai.
2. *) Diisi dengan pilihan yang sesuai.
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PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi nomor sesuai dengan penomoran surat wajib pajak.

Nomor (2) : Diisi nama kota dan tanggal surat permchonan pencabutan
ditandatangani.

Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat
permohonan pencabutan.

Nomor (4) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Objek
Pajak terdaftar.

Nomor (5) : Diisi nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang menandatangani

surat permohonan pencabutan.

Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak, wakil, atau
kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (7) : Diisi jabatan wakil atau kuasa yang menandatangani surat
permohonan pencabutan. Dalam hal permohonan pencabutan
ditandatangani oleh wajib pajak Orang Pribadi, Nomor (7) tidak
perhu diisi.

Nomor (8) : Diisi alamat wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (9) : Diisi nomor telepon wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
menandatangani surat permohonan pencabutan.

Nomor (10) : Diisi nama wajib pajak dalam hal surat permohonan pencabutan
ditandatangani oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.

Nomor {11) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak dalam hal surat
permohonan pencabutan ditandatangani oleh wakil atau kuasa
dari wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi alamat wajib pajak dalam hal surat permohonan
pencabutan ditandatangani olch wakil atau kuasa dari wajib

pajak.

Nomor (13) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (14) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (15) : Diisi nomor bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan.

#
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Nomor (16) : Diisi tanggal bukti penerimaan surat permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (17) : Diisi alasan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan,

Nomor (18) : Diisi tanda tangan dan nama wajib pajak, wakil, atau kuasa yang
menandatangani surat permohonan pencabutan,
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M. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DISAMPAIKAN TIDAK PADA TEMPATNYA

NonEE®: ooy B @ T (3)
211 S S R Ry R 4)
LaMPIan: 3 <iivivivisciicisisisisive (S5)
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan Disampaikan Tidak pada Tempatnya

Sehubungan dengan surat Saudara nomor _........... (7) tanggal ............ (8)
hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan atas ........ccceeees (9) NOMOT .vevvvivnrnranss (10) tanggal .....ccoceeennnnn (11)
yvang diterima tanggal .......... (12) disampaikan bahwa surat permohonan
pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara
tidak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Objck Pajak terdaftar.

Bersama ini kami kirimkan kembali surat permohonan pencabutan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara untuk
selanjutnya dapat disampaikan kembali melalui .....oeevvveennnees (13) sebelum
diterbitkan surat keputusan terkait permohonan yang Saudara ajukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DISAMPAIKAN

TIDAK PADA TEMPATNYA
Nomor (1) : Diisi kepala surat.
Nomeor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat.

Nomor (4) : Diisi sifat surat.

Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran,

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Noemor (9) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan
permohonan pencabutan atas permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan, yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat
Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (12) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari
wajib pajak.

Nomor (13) : Diisi nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat
scharusnya wajib pajak menyampaikan surat permohonan
pencabutan.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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N. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

............................................. (1)
NS  Sevonessosaasame (2) (3)
SHaE = G sasaasie (4)
LamMpPlRN: Faanssieassiie (5)
Hal : Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan
AL e ro st omitensinn e vn et tessgusenan
........................................... ()

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........... (7) tanggal ........c.c.. (8)
hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diterima tanggal ................. (9) yang isi suratnya mencabut
surat  permohonan  Pengurangan Pajak Bumi dan  Bangunan
TOMOL o oiidaividanond (10) tanggal .....ccocvvienanniee (11), dengan ini disampaikan bahwa

berdasarkan penelitian kami, sampai dengan diterimanya surat permohonan
pencabutan, surat keputusan terkait permohonan Saudara belum diterbitkan
sehingga permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan disetujui.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.,
Nomor (2) : Diisi nomor surat.
Nomor (3) : Diisi tanggal surat.
Nomor (4) : Diisi sifat surat.
Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari
wajib pajak,

Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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O. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS
PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOIMIOI i miiiiiiadi B 0000 SRR (3)

SHBt i (4)

LAMPITAN. 2 aeavssivennsiaamasis (5)

Hal : Penolakan Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan

b { | IS O YRR P

........................................... (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ......... (7) tanggal .......... (8)
hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diterima tanggal ...........cc..n (9) vang isi suratnya mencabut
surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor ............. (10)
LangEAL ovicessisivsrrae (11), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan penelitian kami bahwa atas permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan tersebut di atas telah diterbitkan Surat Keputusan

Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor ................. (12)
tanggal ......ccoivinnniaa. (13).
2. Berdasarkan ... (14) mengatur bahwa wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan yang telah disampaikan sebelum diterbitkan surat
keputusan.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
memperhatikan uraian pada angka 1, maka permohonan pencabutan
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Saudara ditolak.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat,

Nomor (2) : Diisi nomor surat.

Nomor (3) : Diisi tanggal surat,

Nomor (4) : Diisi sifat surat.

Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari
wajib pajak.

Nomor (10) : Diisi nomor surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi nomor surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan yang telah diterbitkan.

Nomor (13) : Diisi tanggal surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan yang telah diterbitkan.

Nomor (14) : Diisi dasar ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini
yang mengatur mengenai dasar penolakan pencabutan.

Nomor (15) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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P. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

............................................. (1)
Nomor v ey am ixoiee A i (B  asmrsesersaaaes {3)
Sifat ot p st (4)
Lampirain e (5)
Hal : Pengembalian Permohonan Pencabutan Permohonan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
b 4 1o R e OB O P S PR ST
........................................ (6)

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ........... (7) tanggal ........... (8)
hal Permohonan Pencabutan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diterima tanggal ............... (9) yang isi suratnya mencabut surat
permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan nomor ................ (10)
tanggal ............ (11), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan
............... {12) dengan penjelasan sebagai berikut:
B iR -
B R =
o Usdiisaeniidunasieein dst, (13

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami kembalikan surat
permohonan pencabutan dimaksud dan selanjutnya Saudara dapat
menyampaikan kembali permohonan pencabutan sebelum diterbitkan
surat keputusan terkait permohonan pengurangan Pajak bumi dan
Bangunan yang Saudara ajukan.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENCABUTAN
ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor surat,
Nomor (3) : Diisi tanggal surat,
Nomor (4) : Diisi sifat surat.

Nomor (5) : Diisi jumlah lampiran.

Nomor (6) : Diisi nama dan alamat wajib pajak.

Nomor (7) : Diisi nomor surat permohonan pencabutan dari wajib pajak.

Nomor (8) : Diisi tanggal surat permohonan pencabutan dari wajib paiak.

Nomor (9) : Diisi tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan dari
wajib pajak.

Nomor (10) : Diisi nomor surat permochonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (11) : Diisi tanggal surat permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan dari wajib pajak.

Nomor (12) : Diisi dasar ketentuan dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini
yang mengatur mengenai persyaratan permohonan pencabutan.

Nomor (13) : Diisi uraian penjclasan pengembalian surat permohonan
pencabutan.

Nomor (14) : Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang menandatangani surat.
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Q. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

KEPALA KANTOR WILAYAH ..o (4),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data dan/atau informasi vang
diperoleh atau dimiliki Direktorat Jenderal Pajak,
diusulkan untuk diberikan Pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan secara jabatan atas ... (5)
nomor  ............... (6) tanggal ... (7)
Tahun Pajak ............... (8);

b. bahwa atas data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian
sesuai laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan Nnomor .............. (9) tanggal ......ccoiieerns (10);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan atas ............... (11) sccara jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12

¥
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Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pclaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6834);

4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...... tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK

BUMI DAN BANGUNAN ATAS ...cccooeoen (12) SECARA
JABATAN.

KESATU : Mengurangkan Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang
tercantum dalam ............... (13) nomor .............. (14) tanggal
.............. (15) Tahun Pajak ................ (16):
atas:
wajib pajak N R (17)
Nomor Pokok Wajib Pajak S RPANPRPEPENT TR e IR (18)
alamat RN (19)
Nomor Objek Pajak S arsessmeramsntveRNSYRRRKERNN NS (20)
alamat Objek Pajak S RN RREEEAAAN LAY (21)
sebesar ... (22 s 5avavevesavananasesananiy (23) persen) dari
Pajak Bumi dan Bangunan terutang,

KEDUA : Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang atas
penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
adalah scbagai berikut:

a. Pajak Bumi dan Bangunan

terutang D5 s sastsnas (24)
b. Besarnya pengurangan

| T (25) B X RP «ccvveiviviranins (26)) R s ssvsnnnnions (27)
c. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan

terutang setelah pengurangan BB isvvvesssvsvenn (28)
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KETIGA ¢ Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan ini disampaikan kepada:

................................................ (29)
Ditetapkan di ........cceevenvennen. (30}
Pada tanggal ........ccooovvniniinnnn (31)
............................................ {32)
.............................................. {33)
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PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA JABATAN

Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang
menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (2) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan.

Nomor (3) : Diisi nomor surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (4) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang

menerbitkan surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

Nomor (5) : Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (6) : Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (7) : Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor (8) : Diisi Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan,

Nomor (9) : Diisi nomor laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Nomor (10) : Diisi tanggal laporan penelitian Pengurangan Pajak Bumi dan

/

Bangunan.
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Nomor (11)

Nomor (12)

Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)

Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)

Nomor (22)

-~ 70 --

Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan
Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

: Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak

vaitu Surat

Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

: Diisi jenis ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan,
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan

yaitu Surat

Bangunan.

. Diisi nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

: Diisi tanggal Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat

Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Diisi Tahun Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

: Diisi nama wajib pajak.

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Diisi alamat wajib pajak.

Diisi Nomor Objek Pajak yang tercantum dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak
Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan
Bangunan.

Diisi alamat letak Objek Pajak yang diberikan Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

: Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan yang diberikan dalam angka.

/
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Nomor (24)

Nomor (25)

Nomor (26)

Nomor (27)
Nomor (28)

Nomor (29)

Nomor (30)

Nomor (31)

Nomor (32)

Nomor (33)
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Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang diberikan dalam huruf.

Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan vang masih harus
dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, yang belum dilunasi wajib
pajak.

: Diisi besarnya persentase Pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan yang diberikan.

Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, atau Surat Tagihan
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

: Diisi besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Diisi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang masih harus
dibayar setelah pengurangan.

Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak yang diberikan
keputusan.

: Diisi kota tempat surat keputusan pemberian Pengurangan

Pajak Bumi dan Bangunan diterbitkan.
Diisi tanggal surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan diterbitkan.

: Diisi dengan jabatan pejabat yang berwenang menandatangani

surat keputusan pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan.

Diisi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang
menandatangani surat keputusan pemberian Pengurangan
Pajak Bumi dan Bangunan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI §-
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